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PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir BANGKET GAWAH, 31 Desember
1988, agama Islam, pekerjaan Xxxx XXXxx
XXxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di
KABUPATEN LOMBOK TENGAH. Dalam hal ini
memberikan Dalam Hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Ardian Pebriyanto Adi, S.H.,
M.H. Muhammad Heriyanto S.H., dan Beauty
Erawati, S.H., M.H., para advokat yang
berkantor pada Advokat dan Konsultan Hukum
LBH Apik NTB yang beralamat di Jalan Dr.
Soetomo No. 19 Lt I, Gedung Bank Samawa
kencana, Karang Baru Kota, yang terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan
Nomor Register 497/SK/Pdt/2021/PA Pra
tertanggal 10 November 2021, sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 27 Oktober 1989,
agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,

pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN
LOMBOK BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27
Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra, dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
melangsungkan perkawinan berdasarkan tatacara agama Islam pada
tanggal 11 Nopember 2011 di KABUPATEN LOMBOK BARAT, dengan
maskawin uang tunai sebesar Rp.1,000,000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dan
Tergugat adalah orangtua kandung Penggugat atas nama KARDI dan
disaksikan oleh keluarga, kerabat dan tamu undangan yang berjumlah + 50
orang;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan
kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus
Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga
sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan
tidak ada orang lain yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan
berdasarkan syariat islam namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman orangtua Tergugat di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan
Kuripan Lombok Barat;

8. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang
anak atas nama Muhammad Rizal Wahyudi lahir tanggal 2 bulan maret

2013, anak tersebut kini tinggal bersama Tergugat;
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9. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sekitar
bulan Nopember 2015 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai
diwarnai dengan perselisihan yang terjadi terus menerus;

10. Bahwa Perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
kerap dipicu karena orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Orangtua Tergugat kerap marah-marah apabila melihat
Penggugat diberikan uang oleh Tergugat, tidak hanya itu orangtua Tergugat
juga kerap memaksa Pengugat untuk bekerja mencari nafkah, sehingga hal
ini membuat Penggugat merasa tertekan dan kerap memicu terjadinya
persilihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada
akhirnya sekitar bulan april 2015 Tergugat pernah menyatakan talak karena
perselihan tersebut, namun 2 hari setelah menyatakan talak Penggugat dan
Tergugat kembali rujuk dan membina rumah tangga kembali;

12. Bahwa puncaknya sekitar bulan mei 2020 saat itu Penggugat men
mengkomentari status FB milik Tergugat namun komentar Penggugat
tersebut salah diartikan oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat hingga ahirnya Tergugat menjatuhkan talaknya
kepada Penggugat;

13. Bahwa setelah kejadian sebagaimana poin 12 diatas Penggugat
di jemput oleh saudaranya untuk pulang kembali ke rumah orangtuanya di
dusun Bangket Gawah xxxx Xxxxxxxxx Jonggat Lombok Tengabh;

14. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
15. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
dibina dengan baik, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah sulit di pertahankan lagi, oleh sebab
itu guna menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan kepada
Penggugat dan guna mencegah Penggugat maupun Tergugat melanggar
Norma hukum maupun norma agama lebih jauh lagi, maka dengan ini
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Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat
melalui Pengadilan Agama Praya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang
dilangsungkan berdasarkan tatacara agama Islam pada tanggal 11
Nopember 2011 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan
didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,
dengan perubahan surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana
tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
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1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XxXxxx
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 04
Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

XXXxxX, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT,

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah padapada tanggal
11 Nopember 2011 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikabh;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung
Penggugat, dan saksi nikah masing-masing bernama Bahrun dan Lalu
Sabri serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta
rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah
seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara
sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan
dan Tergugat berstatus perjaka;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bercerai dan tidak ada yang murtad,;

- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas

pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah kediaman
orangtua Tergugat di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan
Lombok Barat, telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari
2020 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam
urusan rumah tangga Tergugat sering memukul Penggugat ketika
berkelahi;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga tidak ada yang berupaya untuk mendamaikan
mereka agar dapat rukun dan kumpul kembalil;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT,

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT,

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah padapada tanggal
11 Nopember 2011 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
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- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung
Penggugat, dan saksi nikah masing-masing bernama Bahrun dan Lalu
Sabri serta maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta
rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah
seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara
sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan
dan Tergugat berstatus perjaka;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas
pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah kediaman
orangtua Tergugat di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan
Lombok Barat, telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal
tahun yang lalu mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ikut campurnya orang
tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Tergugat sering memukul
Penggugat ketika berkelahi;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat telah
menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga tidak ada yang berupaya untuk mendamaikan
mereka agar dapat rukun dan kumpul kembalil;
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- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Memberikan kuasa berdasarkan surat
kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama
Praya;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah
menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan
dari Pengadilan Tinggi sehingga masing-masing yang bersangkutan sah
mewakili Tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK
Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori
perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (&) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan

absolut Peradilan Agama;
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Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud
pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengajukan gugatan adalah untuk
bercerai dari Tergugat dari pernikahan di bawah tangan yang dilaksanakan
pada tanggal 11 November 2011 di Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan
Kuripan, XXXxXxXxxX XXxxxx xxxxxx dengan wali Nikah ayah kandung Penggugat
dengan Maskawin Sebesar Rp. 1. 000.000 ( satu juta Rupiah) yang dibayar
tunai dengan saksi Bahrun dan Lalu Sabri yang sudah dikaruniai seorang anak
semula rukun namun sering bertengkar yang disebabkan sejak tahun 2015
sudah sering bertengkar karena adanya campur tangan dari orang tua Tergugat
dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, puncaknya
Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan,
maka tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka
Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban,
oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat.
Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk
menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam perceraian, maka
sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus
didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut,
sedangkan mengenai hal yang telah dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat
juga terbeban wajib bukti terhadap bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P merupakan
akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
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identitas dan domisili Penggugat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan
Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana
ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai angka 1 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang menikah menurut syari'at Islam;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada

tanggal 11 November 2011 di Dusun Tegal, Desa Jagaraga,

Kecamatan Kuripan, XXXXXXXXX XXXXXX XXxxxx, dengan wali Nikah ayah

kandung Penggugat dengan Maskawin Sebesar Rp. 1. 000.000 ( satu

juta Rupiah) dengan saksi Bahrun dan Lalu Sabri;

- Bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai syariat Islam, tidak ada

halangan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan

tersebut;

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat rukun sering bertengkar yang disebabkan campur tangan

orang tua Tergugat dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga

puncaknya sekitar bulan Mei tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah
rumabh, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak

ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas,
terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan
rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan
selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam,
maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang
nomor 1 tahun 1974 vyang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam
sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan isbat nikah Penggugat telah terbukti dan telah beralasan
karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum
Islam, maka majelis Hakim berpendapat gugatan itsbat nikah Penggugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan itsbat nikah oleh
Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan
mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dalam perkara
a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (broken marriage) karena
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antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan keduanya
sudah pisah rumabh;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di
persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal
ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam
rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan,
niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan
sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan
terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah
madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut
pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar
dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alas an tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz I
halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi :

oLy zoudl Bliclgl axg )l diny wiolall o3 blges e I3l
wolill j=eg logllial (w6, il plgs azo 3Llny Los sl3Yl

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka

hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi
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rumah tangganyasebagaimanatelahdiuraikan di atas, telah terbukti dan cukup
beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan
hak asuh anak, nafkah iddah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim tidak perlu
mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak
hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak
beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan
olehkarenaituberdasarkanketentuanPasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat
dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Praya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.l., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I.,
M.S.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Quratul Aini, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.l., M.Pd Ema Fatma Nuris, S.H.l.

Fathur Rahman, S.H.l., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Quratul Aini, S.H., M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan - Rp 500.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah :Rp 15.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai - Rp 10.000.00
Jumlah : Rp635.000,00
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(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. Ahmad, S.H., M.H.
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